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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Akuntabilitas 

Pegawai Publik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten  

Bekasi yang menggunakan teori Han dan Perry (2019) yaitu Attributability, Observability, 

Evaluability, Answerability, dan Consequentiality. Pada dimensi Attributability memiliki 

tendensi pusat sebesar 52.5% menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan 4 bahwa 

masing-masing pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi saling memperhatikan kinerja 

pegawai lainnya, pegawai akan diberikan sanksi jika melakukan kesalahan dan pegawai 

merasa diawasi secara konsisten untuk mengikuti prosedur dan kebijakan organisasi. 

Kemudian, pada dimensi Observability memiliki tendensi pusat sebesar 57.5% 

menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan 4 bahwa pihak eksternal dapat 

mengetahui dan tertarik terhadap kinerja yang ASN DPPKB Kabupaten Bekasi lakukan. 

  Selanjutnya, pada dimensi, Evaluability memiliki tendensi pusat sebesar 50% 

menyatakan setuju dengan nilai kecenderungan 4  bahwa hasil pekerjaan masing-masing 

kinerja pegawai dievaluasi secara ketat oleh atasan di DPPKB Kabupaten Bekasi. Setelah 

itu, pada dimensi Answerability memiliki tendensi pusat sebesar 47.5% menyatakan 

setuju dengan nilai kecenderungan bahwa pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi tidak dapat 

membuat pernyataan palsu untuk membenarkan kinerjanya. Dan yang terakhir pada 

dimensi Consequentiality memiliki tendensi pusat sebesar 55% menyatakan sangat setuju 

dengan nilai kecenderungan 5 bahwa setengah dari jumlah responden sangat setuju bahwa 

pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga 

DPPKB Kabupaten Bekasi mendapatkan manfaatnya.   

  Maka, dapat disimpulkan sebagian tendensi pusat menyatakan setuju bahwa ASN 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi sudah mampu 

menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan pekerjaannya. Namun, tendensi pusat 

lainnya menyatakan cukup setuju dikarenakan belum seluruh ASN di lingkungan DPPKB 
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Kabupaten Bekasi menjalankan perkerjaan mereka berdasarkan prosedur dan kebijakan 

organisasi.   

 

6.2 Saran 

  Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan terkait 

akuntabilitas pegawai publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Bekasi sebagai berikut: 

1. Pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi harus lebih bertanggung jawab dalam 

memberikan alasan atau jawaban kepada organisasinya sesuai dengan apa yang 

dikerjakan.  

2. Pegawai DPPKB Kabupaten Bekasi harus lebih terbuka mengenai kinerja yang 

dilakukan agar pihak eksternal dapat dengan mudah mengetahui akuntabilitas kinerja 

yang dilakukan di dalam organisasi. 
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